PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NCMR 24 TAHUN 1963
TENTANG
DEVWAN PENERBANGAN DAN ANCGKASALUAR NASI ONAL REPUBLI K | NDONESI A
PRES DEN REPUBLI K | NDONES! A,

Meni nbang:

bahwa ber hubung dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 232 tanggal
13 Nopenber 1963 tentang regroupi ng Kabi net Kerja pada khususya, pesat nya
per kenbangan bi dang penerbangan pada umummya naka perlu menyeder hanakan
dan nengatur kenbali nama susunan dan tugas Dewan Penerbangan sehi ngga
| ebih efisien, effektif dan progressif:.

Mengi ngat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a

2. pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 159 tentang Pener bangan):

Menbaca:
surat dari para Vékil Ketua Dewan Penerbangan No. 00199/ 02/ DP/ 63 t anggal
23 Nopenber 1963 peri hal Konsep Peraturan Presiden tentang DENPAR :

Menut uskan:
Mencabut peraturan Penerintah No.15 tahun 1960 tentang Dewan
Pener bangan.
I1. Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa-| uar
Nasi onal Republ i k | ndonesi a.

BAB |.
Nana, tujuan, fungsi dan tugas.
Pasal 1.

Nana Dewan Penerbangan diubah nenjadi Dewan Penerbangan dan
Angkasal uar Nasi onal Republik |ndonesia, disingkat Depanri, selanjutnya
di sebut Dewan.

Pasal 2

Dewan bertujuan untuk menyenpurnakan penbangunan Kekuatan udara
dan Angkasal uar Nasional yang vital guna nmensukseskan dan nen-surveve-
kan Masyarakat Indonesia yang Adil dan Maknur didal am abad atom dan
Angkasal uar ini.

Pasal 3.

Dewan berfungsi sebagai badan policy dan kordinasi tertinggi
di dal am bi dang penerbangan dan Angkasal uar nasi onal .

Pasal 4.



1. Dewan bertugas wuntuk nenbantu Presiden didalam nenjal ankan
fungsinya sebagai Pinpinan Tertinggi bidang penerbangan dan
Angkasal uar Nasi onal .

2. Tugas Dewan berupa penberian pertinbangan, nasehat dan saran
nenggenai penentuan dan perunusan Kkebijaksanaan, perencanaan dan
koordi nasi. agar supaya dengan sunber/kemanpuan yang, ada baik
pel aksanaan segal a tugas dibidang, penerbangan dan Angkasal uar,
maupun penbangunan segenap unsur-unsur Kekuatan Udara dan
Angkasal uar Nasional, dapat dijalankan dengan effisien, effektif
dan terpi npin.

BAB I I.
Susunan.
Pasal 5

Dewan terdiri dari Presiden/Perdana Menteri sebagai Ketua, serta
Menteri/Panglima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan Udara sebagai
Anggota, yang oleh Ketua dapat ditanbah dengan Menteri-nenteri lain
sesuai dengan acara atau persoal an yang di bahas.

Pasal 6.

1. Menteri/Panglinma Angkatan Udara, sebagai penbantu dan penasehat
utama Presiden/Panglima Tertinggi di bidang penerbangan dan
Angkasaluar Mliter, mewakili semua kepentingan penerbangan dan
Angkasal uar Mliter didal am Dewan.

2. Menteri  Perhubungan Udara, sebagai penbantu dan penasehat utana
Presi den/ Perdana Menteri di bi dang penerbangan dan Angkasal uar non-
mliter, newakili semua kepentingan penerbangan dan Angkasal uar
| ai nnya di dal am Dewan.

Pasal 7.

Unt uk nenanpung soal -soal sehari-hari dan menpersi apkan soal - soal
yang akan di bahas dal am sidang pari purna Dewan, dibentuk Badan Hari an
Dewan, vyang terdiri dari Mnteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri
Per hubungan Udara dan Sekretaris Dewan, dan vyang diketuai oleh
Menteri/Panglima Angkatan Udara serta Menteri Perhubungan Udara secara
bergiliran.

Pasal 8.

Ketua dan Anggot a-anggota Dewan di angkat dan di berhenti kan ol eh
Presi den.

BAB I11.
Sekretariat dan badan- badan penbant u.

Pasal 9.



r apat
per | u.

Quna rmenbantu pinpinan didalam penbi naan Dewan, dibentuk suatu
Sekretariat Dewan yang susunan serta kedudukannya ditentukan ol eh
Dewan;

Untuk memnpin Sekretariat Dewan diadakan Sekretariat Dewan yang
di angkat dan di berhenti kan ol eh Presi den atas usul Dewan.

Pasal 10.

Unt uk nenunai kan tugasnya, Dewan berhak nenbentuk Panitya-panitya
Tekni s dan Badan-badan penbantu |ainnya, yang susunan, tugas dan
cara bekerjanya ditentukan ol eh Dewan.

Pani tya-panitya dan Badan-badan penbantu lainnya itu bertugas
nenberi kan nasehat - nasehat dan saran-saran dal am bi dang tugasnya
nmasi ng-masi ng, baik atas permntaan Dewan naupun atas inisiatip
sendiri.

Pani t ya- pani tya dan Badan-badan penbantu |ainnya itu sendiri dari
Ketua, Anggota, Penasehat dan Sekretaris.

BAB | V.
Tata-tertib dan peraturan.
Pasal 11.
Dewan nenetapkan tata-tertib untuk rapat-rapatnya, untuk rapat-
badan- badan penbantu dan perat ur an- peraturan | ai nnya yang di anggap
BAB V.
Penbi ayaan.
Pasal 12.

Segala penbiayaan untuk Dewan, Sekretariat dan Badan-badan
penbantu |ainnya dibebankan atas Anggaran Belanja Penerintah

Agung;
Kepada Ketua, Anggota, Penasehat, Sekretaris dan para penbantu
dari Sekretariat serta Badan-badan penbantu |ainnya, diberikan
uang kehor mat an yang sel anj ut nya akan di atur ol eh Ketua Dewan.
BAB VI
Penut up.
Pasal 13.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkan.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran-
Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopenber 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,
ttd.
SIKARNO

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Nopenber 1963.

Sekretaris Negar a,

ttd.

MOHD. | GHSAN
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